REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGKAJIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIHAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR: 07/MoU.KIP/V/2021

NOMOR: 28.5.1/UN32/KS/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (28-5-

2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Gede Narayana, S.E., M.Si. : Ketua

Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 119/P/2017 tanggal 1 November
2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-
2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk
dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik
Indonesia, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9,
Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. :  Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi,

dan

Pendidikan

696/M/KPT.KP/2018
dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan

atas

tanggal 26 Oktober 2018,

Universitas

berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama
tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman
Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau
memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dibidang
Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal
Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hak dan kewajiban dengan memperhatikan
batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dari PARA PIHAK.

(2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala
sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pencapaian visi dan misi
dari PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. bidang Pendidikan;

b. bidang Penelitian dan Pengkajian;

¢. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

d. dukungan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat oleh
PARA PIHAK;

€. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia, organisasi dan manejemen oleh
PARA PIHAK; dan

f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
yang berlaku di masing-masing PIHAK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 4




Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan
Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan
oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak
ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki pengakhiran memberitahukan
kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini diakhiri dan/atau tidak diperpanjang, maka
berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja
Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai terpenuhi hak dan kewajiban masing-
masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan
kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman
Bersama ini antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Halaman 3 dari 4



(2) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing PIHAK, sehingga tidak mengganggu
kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota
Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana
disebutkan di awal Nota Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2
(dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KOMISI INF{%SI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,
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